PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :a.

Mengingart : 1.

KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

BUPATI SELUMA,

bahwa dalam rangka meningkatkan  kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik
daerah, perlu mengaturpelaksanaan sistem
pengendalian internal tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Berbasis Teknologi Informasi Teritegrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pengelolaan Barang Milik Dacrah
Berbasis Teknologi Informasi Tentegrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seluma;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ientang
Pembentukan Kabupaten Muko-muke, Kabupaten
Seluma dan KabupatenKaur di Provinsi  Bengkulu
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266;



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang
PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843,
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
MNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687,
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara



Menetapkan:

10.

11.

12.

Republikindonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahl;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009

Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

10.

11,

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Seluma

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah scbagai
unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Seluma.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah
kepala daerah.

Sekretaris Daerah adalah pengelolan barang milik daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukankoordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat  Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah sclaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Barang
Milik Negara/Daerah,

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik
daerah vang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Penigurus Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya disebut Pengurus
Barang adalah Pejabat danfatau Jabatan Fungsional Umum yang
dizerahi tugas mengurus barang,

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang
milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang,

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum
yang diserahi tugas menerima, menvimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang
yvang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis




14.

16.

17,

penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Penpgurus Barang Pengguna adalah pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi ftugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna
Barang.

Barang Milik Daecrah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Baral atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset Tetap adalah Barang Milikk Daerah berupa aset berwujud
yang memiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai
nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat
umum yang dapat diperoleh secarasah, termasuk asel tetap idle dan
aset tetap kemitraan yang direklasifikan ke aset lannya.

18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

19,

20,

adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Dacrah, meliputi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretarial
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspekforat, Dinas, Badan,
Satuan Polisi Pamong Praja  dan Penanggulangan Bencana, Kantor
dan Kecamatan.

Sistemn informasi manajemen barang milik dacrah selanjutnya
disebut SIMDA BMD adalah sistem pengelolaan keuangan
daerah berbasis teknologi informasi server-client yang yang
bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam
menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat,
lengkap dan dapat diuji kebenarannya,

Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi
Barang Milik Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-
Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang
bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar
dapat mengakses database SIMDA BMD yang ada dikomputer server,
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21,

22,

23.

24,

23.

27,

28,

29,

untuk jaringan yvang bersifat wide area (jarak jauh) juga
melibatkan sistem dan perangkat pada vendor
telekomunikasisebagai media perantara.

Server SIMDA BMD adalah perangkat komputer yang memiliki
spesifikasitertentu yang berfungsi uniuk menyimpan dan mengelola
database SIMDA BMD, melayani akses client dan akntitas
pemrosesanlainnya vangdiperfukan untuk kegiatan operasional
aplikasi SIMDA BMD.

Client SIMDA BMD adalah perangkat komputer yang memiliki
spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA BMD vang
berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknolog
seperti input data dan pencctakan laporan,

SIMDA BMD online adalah suatu sistem SIMDA BMD dengan
konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server
dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.

SIMDA BMD offline adalah suatu sistern SIMDA BMD dimana client
tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA BMD yang
dijalankan hanya mengakses database lokal.

Ekspor-lmpor Data adalah suatu mekanisme pemindahan data
dari database lokal ke database pada server SIMDA BMD
dan/atau dari database server SIMDA BMD ke database lokal.
Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi
beberapa unit kerja (administrator] serta karyawan/stal pada
unit kerja (admin) terscbut, dan diberi kewenangan dan tanggung
jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup vang dibawahinya.
Administrator adalah pegawai diberi hak untuk mengakses seluruh
menu SIMDA BMD, serta diberi kewenangan untuk menambah,
mengurang dan merubah data pada beberapa menu serta
bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA BMD.

User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses
sebagian menu SIMDA BMD dan diberi tugas untuk
melaksanakan entri danpengolahan data atau tugas lain atas
perintah atau arahan admimstrator.

Compact Disc-Recordable selanjutnya disingkat CD-R adalah

&




sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam dan plastik berlapis
bahan vang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet, dan
merupakan jenis cakrampadat vang dapat diisi dengan data, salah
satu jenis media penyimpananeksternal pada komputer.

30. Compact Disc-ReWritable selanjutnya disingkat CD-RW adalah
CD-ROM yang dapat ditulisi kembali, CD-RW menggunakan media
berukuran samadengan CD-R. tetapi bukan menggunakan bahan
pewarna cyanine atau pthalocyanine, CD-RW menggunakan logam
perpaduan antara perak, indium, antimon, dan telurrium untuk
lapisan perekaman.

Pasal 2
Teknologi Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dikembangkan dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

BAB 11
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA BMD

Pasal 2
(1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA BMD  dalam  rangka
pengelolaan barang milik daerah terdiri dari:
a. Penanggungjawab SIMDA BMD pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah terdini dari
1)Pembina;
2)Walkal Pembina,
3)Supervisor;
4jAdministrator;dan
5)User/operator
b. Penanggungjawab SIMDA BMD pada Organisasi Perangkat
Daerah adalah :
1) Pengguna Barang OPD;
2) User/operator OPD;



(2)

13}

[4)

(=)

6]

(7)

1)

(1)

(2)

Pembina SIMDA BMD pada OPD dijabat oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset yang
diusulkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Administrator dijabat oleh pegawai yvang ditetapkan oleh Bupati
Seluma atas usul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
User/operator dijabat oleh pegawai yang diusulkan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati
Seluma.

Pengguna Barang OPD dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat
Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Seluma.

User /operator OPD adalah Pengurus Barang OPD ditetapkan dengan

surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penanggungjawab  pengelolaan SIMDA  BMD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf a, diusulkan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan untuk ditetapkan
dengan surat Keputusan Bupati.

Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan janngan SIMDA
BMD serta menambah pengetahuan tentang SIMDA BMD, pemerintah
daerah dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Permnbangunan sebagai narasumber atau tenaga ahli.

BABIII
TUGAS WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

SIMDA BMD

Pasal 4

Pembina dan Wakil Pembina bertanggungjawab atas seluruh kegiatan
pengelolaan SIMDA BMD dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.



(1)

Pasal 5
Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya —manusia,

perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA BMD guna
memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang

diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.

(Z) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator
yvang dibawahinya;

b. memberi bimbingan /arahan ke semua bawahan;dan

c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja
serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan  atas
permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.

(3] Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:

a, mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang
menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang dipandang periu untuk dilaksanakan;

b. berwenang dalam menerapkan disiplin  kerja terhadap
administrator dan atau  user/operator sesuai  dengan
ketentuan peraturan yang ditetapkan;dan

c. berwenang mengusulkan penggantian administrator
maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat
mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kera
yvang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 6
(1) Administrator bertangpungjawab terhadap kelancaran

pelaksanaan SIMDA BMD dan keamanaan data SIMDA BMD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, administratordapat dibantu oleh

(3]

timteknis vang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas

persetujuan supervisor,

Administrator mempunyai wewenang:

a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu
apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus data
entry Penatausahaan pada program, berdasarkan persetujuan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

g




menambah/mengubah dan menghapus Identitas pengguna
(User 1D);dan

menutup akses operator SKPKD /user OPD jika akibat tindakannya
dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA BMD;

(4) Administrator mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam
pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Seluma;
Menjaga keamanan database;

c. Mengatur userlD, password, level pengguna dan otoritasusermenu;

d. Melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset

tools; dan
Melakukan backup database SIMDA BMD.

Pasal 7

(1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas scbagai berikut:

H.

b.

Membantu instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA BMD bagi user
atau OPD jika dibutuhkan;

Melaksanakan pemeliharaan jaringan akses OPD;

Melaksanakan tugas lain atas arahanadministrator;

d. Memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan

permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya; dan
Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan-laporan yang disampaikan
oleh user OPD;

(2] Penanggung jawab OPD

A.

b.

Pengguna Barang OPD bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan
Barang Milik Daerah pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang
dipimpin

Pengguna Barang OPD mempunyai tugas scbagai berilout |

1. Melaksanakan pembaharuan data umum unit organisasi, Data
Umum UPB dan Kode Ruang Pada Menu Parameter kemudian
sub menu UPB/Ruang,

2. Melaksanakan penginputan data dan proses perencanaan
pengadaan serta pemeliharaan barang pada menu data entry
kemudian sub menu perencanaan;

3. Melakukan penginputan data pengadaan barang baru dengan
mengisi data kontrak, rincian data kontrak, SP2D Termin, BAST

id



(1)

12)

(3]

(4)

dan melakukan posting ke KIB untuk aset baru maupun
kapitalisasi;

4. Melaksanakan penginputan SK penggunaan beserta rincian
pada menu entry kemudian sub menu penggunaan;

5. Melakukan penginputan pemanfaatan aset untuk sewa guna
usaha, kerja sama operasi, bangun serah guna, bangun guna
serah dan pinjam paksi pada menu data entry kemudian sub
menu pemanfaatan; dan

6. Melakukan penginputan data pemeliharsan aset di menu data
entry kemudian sub menu pemeliharaan.

7. Mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan pada menu laporan,

8. Melaksanakan rekonsiliasi laporan-laporan yang telah dicetak
kepada operator SKPRD.

¢. User/operator pada OPD mempunyai tugas membantu Pengguna
Barang dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV
PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 8
Server SIMDA BMD harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi
perangkal pendukung lainnya terdin dari:
a.perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
b.perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
e.switch hub untuk jaringan internal SKPKD ;
d.modem untuk koneksi janngan eksternal OPD.
Media penyimpan lain seperti flash disk, hardisk eksternal, CD-R, CD-
RW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat
server SIMDA BMD,
Server SIMDA BMD ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci
dan/atau ruangan khusus yvang di sediakan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Seluma sesual dengantugas dan fungsinya.
Ruang Server SIMDA BMD hanya dapat diakses oleh Pembina,
Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator
penanggungjawab server dan/atau petugas vang ditunjuk oleh Kepala
Dhinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma.



{3} Penanggungjawab ruangan serverjpemegang kunci)  ditetapkan
olehPejabat Penatausahaan Barang dan /atau petugas yvang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma.

{6) Dalam keadaan tertentu wuser/operator dan pihak lain, dapat
diberikan akses ke ruang server oleh Administrator  dengan
persetujuan Supervisor dan/atau setelah berkoordinasi Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma.

Pasal 9

{1} Jaringan akses SIMDA BMD  harus memenuhi  standar
pengamanan jaringan untuk menghindari  koneksi dari  pihak-
pithak yang tidak berkepentingan.

(2) Untuk keperluan keamanan, operator SKPKD/user OPD harus
memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses
jaringan SIMDA BMD. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat
melibatkan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan
vang handal.

Pasal 10

(1} Untuk mengakses data base Simda, kepada user/operator OPD
ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta di setting
sesuail dengan OPD vang bersangkutan.

(2) Pemegang  password masing-masing User ID tidak
dibenarkan memberikan akscs SIMDA BMD kepada vang tidak berhak
untuk alasan dan dalam kondisi apapun.

(3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungawab
terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya,

(4) Pemegang password masing-masing User ID  dianjurkan
mengganti password SCCArA berkala dengan tetap
mendokumentasikan password-password schelumnya.

Pasal 11
(1) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada
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aplikasi SIMDA BMD oleh user/operator dilaksanakan oleh
administrator.

(2) Untuk mengindari penyalahgunaan Wwewenang yang diberikan
kepada wuser/operator, perlu pembatasan akses dalam
menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA BMD,

(3) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur
dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan
Barang Milik Daerah pada OPD.

Pasal 12
(1) Otoritas Operator SKPKD adalah sebagai berikut:
a. operator hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
1. Parameter:
a. UPB/Ruang

2. data entry:
Perencanaan,
Pengadaan;
Penggunaan,
Penatausahaan;

2 nop

Pemanfaatan;
[. Pemeliharaan;
g. Penghapusan.
3. Laporan:
Operator SKPKD dapatmengakses semua menu pada Laporan,
4, Tool
Uperator SKPKD hanya dapat mengakses menu Mutasi barang.
(2] Otoritas Penanggung Jawab pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:
a. Pengguna Barang OPD hanya dapat mengakses menu-menu
sebagai berilout:
1. Parameter:
a. UPB/Ruang
2. data entry:
a) Perencanaan;
b) Pengadaan;
¢) Penggunaan,
d) Pemanfaatan;

[



13)

(1)

(2

(3]

¢} Pemeliharaan;
3. Laporan!
user/operator dapat mengakses semua menu pada Laporan,

b. Operator/User OPD mempunyai otoritas sebagaimana pelimpahan
wewenang yang diberikan oleh Pengguna Barang melalui surat
Keputusan Kepala OPD

Dalam keadaan tertentu operator SKPKD dapat diberikan otoritas

untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan

persetujuan Supervisor,

Pasal 13

Database SIMDA BMD dalam server di back up secara otomatis
melalui menu maintenance plan setiap satu jam dan disimpan
pada folder tertentu.

Back up database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari Senin sampai
dengan hari Kamis, pukul 11.30 untuk hari Jum’at danjatau sesuai
kebutuhan,

Penanggungiawab back wup database SIMDA BMD adalah
Administrator.

Pasal 14

Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan
eksternal terbatas hanya untuk hal-hal vang khusus dan mendesak,

misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

(1)

BAB V
INSTALASI APLIKASI SIMDA BMD

Pasal 15
Instalasi aplikasi SIMDA BMD dilakukan oleh user/operator OPD vang
ditunjuk oleh Pengguna Barang dan dapat meminta bantuan kepada
user/ Operator SKPED,




{2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan
computer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan
baik.

(3] Dalam melakukaninstalasi SIMDA BMD, user/operator harus
melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA BMD
berfungsi dengan baik.

Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Peraturan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Seluma. |

Diundangkan di Tais \
pada tanggal, 13 Agpahi2019 \
SEKRETARIS DAERAH,

IHA
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 2y
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